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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil

Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987.

Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang

belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke

dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus

Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah

sebagai berikut.

1. Konsonan

Fenom-fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan

dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan

ب Ba B Be

ت Ta T Te

ث Sa ṡ es (dengan titik di atas)

ج Jim J Je

ح Ha ḥ ha (dengan titik di bawah)

خ Kha Kh ka dan ha

د Dal D De

ذ Zal Ż zet (dengan titik di atas)

ر Ra R Er

ز Zai Z Zet
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س Sin S Es

ش Syin Sy es dan ye

ص Sad ṣ es (dengan titik di bawah)

ض Dad ḍ de (dengan titik di bawah)

ط Ta ṭ te (dengan titik di bawah)

ظ Za ẓ zet (dengan titik di bawah)

ع ‘ain ’ koma terbalik (di atas)

غ Gain G Ge

ف Fa F Ef

ق Qaf Q Qi

ك Kaf K Ka

ل Lam L El

م Mim M Em

ن Nun N En

و Wau W We

ه Ha H Ha

ء Hamzah ` Apostrof

ي Ya Y Ye

2. Vokal

Vokal tunggal Vokal rangkap Vokal panjang

a =أ  ā =أ 

i =أ  ai =أ ي  ī =إ ي 

u =أ  au =أ و  ū =أ و 
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3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جمیلة ditulis mar’atun jamīlah

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis fātima

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf

yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis rabbanā

البر ditulis al-birr

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan

sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis asy-syamsu

الرجل ditulis ar-rajulu

السیدة ditulis as-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan

sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang

mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis al-qamar

البدیع ditulis al-badī’

الجلال ditulis al-jalāl
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6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi,

jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu

ditransliterasikan dengan apostrof / ` /.

Contoh:

أمرت ditulis umirtu

شيء ditulis syai’un.
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ABSTRAK

KOPSIM adalah Koperasi Primer Serba Usaha Syirkah Muawanah yang
didirikan oleh lembaga perekonomian NU. Salah satu produknya yaitu akad
qardhul hassan. Qardh hassan adalah jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak
yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga
atau keuntungan. Tetapi dalam praktiknya di KOPSIM NU Batang ternyata tidak
sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan hukum Islam karena adanya syarat tambahan
pembayaran sebagai jasa dalam praktik hutang piutangnya. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui praktik hutang piutang (qardhul hassan) dengan
tambahan pembayaran sebagai jasa di KOPSIM NU Batang dan tinjauan hukum
Islam terhadap praktik hutang piutang (qardhul hassan) dengan tambahan
pembayaran sebagai jasa di KOPSIM NU Batang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan
pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh dengan
teknik observasi dan wawancara kepada pihak management KOPSIM NU Batang
dan 5 nasabah yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Data sekunder
berupa buku-buku literatur, jurnal penelitian, skripsi, hasil penelitian, dan dokumen
yang relevan dengan penelitian ini yang diperoleh dengan teknik dokumentasi. Data
dianalisis dengan teknik deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam hal praktik
hutang piutang ini pihak KOPSIM NU Batang dan nasabah sudah saling
mengetahui dan sepakat bahwa setiap melakukan pinjaman akan dikenakan
tambahan pembayaran sebagai jasa, dimana hal tersebut sudah ada dalam
kesepakatan di awal akad. Menurut tinjauan hukum Islam bahwa praktik hutang
piutang ini tata cara dan rukunnya sudah sesuai dengan hukum Islam, hanya saja
dalam hal syarat adanya tambahan pembayaran sebagai jasa yang disepakati di awal
akad tidak sesuai dengan hukum Islam.

Kata Kunci: Hukum Islam, Qardh, Tambahan Pembayaran
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ABSTRACT

KOPSIM is the Syirkah Muawanah Multipurpose Primary Cooperative
which was founded by the NU economic institution. One of its products is the
qardhul hassan contract. Qardh hassan is a type of loan that is given to parties who
really need it for a certain period of time without having to pay interest or profits.
However, in practice at KOPSIM NU Batang, it turns out that it is not in accordance
with the DSN-MUI Fatwa and Islamic law because of the additional requirements
for payment as a service in the practice of debt and receivables. The purpose of this
study was to determine the practice of accounts payable (qardhul hassan) with
additional payments as a service at KOPSIM NU Batang and a review of Islamic
law on the practice of accounts payable (qardhul hassan) with additional payments
as services at KOPSIM NU Batang.

This type of research is field research with a qualitative approach. The data
sources consist of primary data obtained by observation and interviews with the
management of KOPSIM NU Batang and 5 customers selected by purposive
sampling technique. Secondary data in the form of literature books, research
journals, theses, research results, and documents relevant to this research obtained
with documentation techniques. Data were analyzed by descriptive analysis
technique.

Based on the results of the study, it can be concluded that in terms of the
practice of debt and receivables, KOPSIM NU Batang and the customer already
know each other and agree that every loan will be subject to additional payments as
services, which was already in the agreement at the beginning of the contract.
According to a review of Islamic law that the practice of debt and credit is the
procedure and the pillars of ijab qabul are in accordance with Islamic law, it's just
that in terms of the conditions for additional payments as services agreed at the
beginning of the contract it is not in accordance with Islamic law.

Keywords: Islamic Law, Qardh, Additional Payment
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

KOPSIM adalah Koperasi Primer Serba Usaha Syirkah Muawanah,

merupakan koperasi yang didirikan oleh lembaga perekonomian NU pada

tanggal 14 April 2000 dan berbadan hukum tanggal 4 September 2000 dengan

Nomor: BH. No. 066/BH/KDK/11-6/IX/2000 yang memiliki beberapa unit

usaha dan salah satunya Unit Simpan Pinjam Syariah. Selain digunakan sebagai

wadah untuk menopang kegiatan Organisasi NU, lembaga ini juga didirikan

untuk ikut berpartisipasi aktif melaksanakan program pemerintah dalam

pemberdayaan ekonomi mikro.

KOPSIM hadir sebagai wahana transformasi ekonomi dari shohibul maal

kepada pedagang kecil ataupun masyarakat umum yang membutuhkan dana

untuk modal usaha. KOPSIM merupakan lembaga keuangan yang berlandaskan

syariat Islam yang menerima dan mendistribusikan dana Islam yang berupa

zakat, shodaqah, hibah, dan wakaf untuk disalurkan kepada yang berhak

menerimanya. KOPSIM juga berperan sebagai penggerak perekonomian

masyarakat lapisan bawah sebagai ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi

syariah serta sebagai penghubung antara shohibul maal dan dhuafa.

KOPSIM merupakan lembaga keuangan yang bersifat komersial

berdasarkan akad/perjanjian wadi’ah, simpanan mudharabah, pembiayaan

mudharabah, pembiayaan murabahah, dan qard kepada masyarakat untuk usaha

yang bersifat produktif dengan sistem bagi hasil, jual beli, dan sewa meyewa.
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KOPSIM Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS) merupakan Unit Simpan Pinjam

dan Perdagangan sektor riil yang berbadan hukum dan berada di bawah naungan

Dinas Pelayanan Koperasi dan UMKM Kabupaten Batang. Jadi KOPSIM adalah

lembaga koperasi yang menggunakan sistem bagi hasil dalam menjalankan

usahanya.

Ada beberapa produk KOPSIM NU Batang, yaitu simpanan mudharabah,

merupakan simpanan yang dilakukan oleh anggota, calon anggota dan pemilik

dana (shohibul maal) pada kopsim yang akan dikelola dengan sistem syariah

yang mana anggota atau calon anggota dan shohibul maal akan mendapatkan

hasil dari KOPSIM USPS setiap bulannya berdasarkan presentase margin yang

didapat KOPSIM USPS, simpanan bagi hasil dapat diambil sewaktu-waktu pada

saat kantor buka (jam kerja). Produk simpanan mudharabah meliputi: Simpanan

Masyarakat (SIMAS), Simpanan Pendidikan (SIDIK), Simpanan Hari Raya

(SIHARA), Simpanan Aqiqoh (SIQOH), Simpanan Ziarah/Haji, Simpanan

Wadi’ah, Muqayadah Mudharabah. Selanjutnya ada juga produk pembiayaan

yang meliputi: Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Bai’ Al-

Tamam (BBA), Pembiayaan Murabahah, Qordlu Al Hasan, Ijarah, Bai’ Altajiri,

dan Arisan Tabungan Investasi.1

Dalam penelitian ini, peneliti hanya fokus untuk meneliti pelaksanaan

akad qardh yang terjadi di KOPSIM NU Batang. Qardh secara bahasa berasal

dari kata qaradda yang sinonimnya qatha’a artinya memotong. Diartikan

demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari

1 M. Busro, Wawancara, 14 Juni 2021.
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hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (muqtaridh).

Sedangkan secara terminologi muamalah, qardh yaitu memiliki sesuatu (hasil

pinjaman) yang dikembalikan (pinjaman tersebut) sebagai penggantinya dengan

nilai atau jumlah yang sama. Secara teknis qardh adalah akad pemberian

pinjaman dari seseorang atau lembaga keuangan syariah kepada orang lain atau

nasabah yang dipergunakan untuk keperluan mendesak atau modal usaha.

Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jumlah yang sama dan dalam jangka

waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) dan pembayarannya bisa dilakukan

secara angsuran atau sekaligus.2

Perjanjian qardh adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian qardh,

pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada debitur (muqtaridh)

dengan ketentuan debitur akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu

yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan

(Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-qardh).3

Hutang piutang (qardh) merupakan salah satu transaksi yang bisa

dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, oleh karena itu transaksi hutang

piutang (qardh) sudah ada dan dikenal oleh manusia sejak manusia di bumi ini

ketika mereka mulai berhubungan satu sama lain.4

Hakikat al qardh adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang

meminjam. Ia bukan sarana mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, di

2 Mahmudatus Sa’diyah, Fiqih Muamalah II (Teori dan Praktik), (Jepara: UNISNU Press,
2019), h. 93.

3 Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-qardh.
4 Irma Agustin, Skripsi: Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang dengan

Tambahan Pembayaran sebagai Jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo,
(Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), h. 5.
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dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Ia mengandung nilai

kemanusiaan dan sosial yang penuh kasih sayang untuk memenuhi hajat

peminjam. Pengembalian keuntungan untuk yang meminjamkan (muqtaridh)

harta membatalkan kontrak al qardh.5

Ada suatu jenis qardh yang disebut qardh ul-hassan atau qardh hasan,

yaitu perjanjian qardh yang khusus untuk tujuan sosial. Kata “hassan” adalah

kata bahasa Arab “ihsan” yang berarti kebaikan kepada orang lain. Qardh

hassan yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat

memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau

keuntungan. Penerima qardh hassan hanya diharuskan untuk melunasi jumlah

pinjaman semula tanpa ada tambahan pembayaran atau keuntungan.6

Berdasarkan uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa qardh adalah suatu

akad pinjaman atau hutang piutang dimana pemberi pinjaman (kreditur)

memberikan pinjaman kepada debitur dengan ketentuan debitur akan

mengembalikan pinjaman tersebut dengan jumlah atau nilai yang sama dalam

waktu yang telah disepakati dan pembayarannya dapat dilakukan secara

angsuran atau sekaligus. Tetapi dalam praktiknya di KOPSIM NU Batang tidak

sesuai dengan hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI karena lembaga KOPSIM NU

Batang masih mengenakan tambahan pembayaran sebagai jasa dalam

menjalankan praktik hutang piutangnya.

5 Atang Abd. Hakim, Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam
Peraturan Perundang-undangan, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 267.

6 Harun, Fiqh Muamalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 144.
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Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang

Piutang (Qordhul Hasan) dengan Tambahan Pembayaran sebagai Jasa di

Kopsim Nu Batang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, peneliti

merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis praktik hutang piutang dengan tambahan pembayaran

sebagai jasa di KOPSIM NU Batang ?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang piutang dengan

tambahan pembayaran sebagai jasa di KOPSIM NU Batang ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui praktik hutang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai

jasa di KOPSIM NU Batang.

2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang piutang dengan

tambahan pembayaran sebagai jasa di KOPSIM NU Batang.

D. Kegunaan penelitian

Untuk memberikan hasil yang bermanfaat, serta diharapkan mampu

dijadikan dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan

secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini dapat berguna untuk:
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1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat menambah dan

mengembangkan ilmu pengetahuan hukum Islam, khususnya dalam bidang

muamalah yang berhubungan dengan hutang piutang tentang praktik hutang

piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat menjadi:

a. Acuan masyarakat untuk lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam

melakukan praktik bermuamalah yang sesuai dengan syariah dan hukum

Islam.

b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman

bagi nasabah KOPSIM NU Batang agar lebih memperhatikan ketentuan-

ketentuan dalam praktik bermuamalah khususnya dalam praktik akad

hutang piutang di KOPSIM NU Batang agar sesuai dengan syariah dan

hukum Islam.

c. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan

pertimbangan bagi KOPSIM NU Batang dalam menentukan kebijakan

praktik bermuamalah khususnya dalam praktik hutang piutang agar sesuai

dengan syariah dan hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

1. Penelitian yang Relevan

Dalam Penelitian ini penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang

relevan, untuk membandingkan hasil kesimpulan oleh peneliti dengan
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peneliti lain. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu

sebagai berikut:

Pertama, skripsi dari saudari Amelia Andriyani yang berjudul,

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Bersyarat”.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah kreditur bersedia memberikan pinjaman

dengan syarat debitur harus mempunyai tambak dan hasil dari panennya harus

dijual kepada kreditur. Menurut hukum Islam memperbolehkan pelaksanaan

al qardhul hasan atau hutang piutang bersyarat, tetapi kebolehan tersebut

belum bersentuhan dengan harta yang dipinjamkan. Para ulama sepakat

bahwa boleh meminjamkan harta yang bisa ditakar, ditimbang, ataupun

makanan. Dalam praktiknya hutang piutang bersyarat yang terjadi di Desa Tri

Makmur Jaya Menggala Timur dalam hutang piutang secara prinsip dapat

diterima oleh hukum Islam, tetapi akad utang piutang tersebut menjadi fasad

(rusak) karena adanya persyaratan tersebut.7 Persamaan skripsi dari saudari

Amelia Andriyani dengan penelitian penulis ini yaitu sama-sama membahas

tentang al qardhul hasan atau hutang piutang bersyarat. Sedangkan

perbedaannya yaitu syarat yang digunakan dalam proses transaksi hutang

piutangnya. Dalam skripsi saudari Amelia Andriyani syaratnya adalah debitur

harus mempunyai tambak dan hasil dari panennya harus dijual kepada

kreditur, sedangkan dalam penelitian penulis ini syaratnya adalah dengan

adanya tambahan pembayaran sebagai jasa dalam melunasi hutangnya.

7 Amelia Andriyani, Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang
Bersyarat, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017), h. 65.
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Kedua, skripsi dari Firdha Palupi mahasiswi UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap

Praktik Utang Piutang di Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten

Cilacap”. Kesimpulan dari skripsi ini adalah praktik hutang piutang yang

dilakukan oleh masyarakat Desa Cimanggu biasa terjadi di Pasar Senen Desa

Cimanggu yang setiap seminggu dua kali pada hari pasaran yaitu Senin dan

Kamis. Masyarakat sekitar biasa menyebutnya dengan “Bank Harian”.

Debitur meminjamkan uangnya untuk keperluan konsumtif, modal usaha, dan

sebagainya. Berdasarkan tinjauan normatif, utang piutang yang dilakukan

oleh masyarakat Desa Cimanggu sudah sesuai dengan ketentuan syariah.

Tetapi ada salah satu syarat yang tidak dibenarkan oleh syariat yaitu adanya

potongan dan tambahan sebagai keuntungan yang disyaratkan oleh kreditur

di awal perjanjian.8 Persamaan skripsi dari Firdha Palupi dengan penelitian

penulis ini yaitu sama-sama membahas tentang hutang piutang. Adapun

perbedaannya yaitu dalam skripsi ini proses transaksinya dilakukan di Pasar

Senen Desa Cimanggu setiap hari Senin dan Kamis, sedangkan dalam

penelitian penulis proses transaksi hutang piutangnya terjadi di Kantor

KOPSIM NU Batang yang dapat dilakukan setiap hari kerja yaitu hari Senin

sampai Sabtu.

Ketiga, skripsi dari saudari Irma Agustin yang berjudul “Analisis

Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang dengan Tambahan

8 Firdha Palupi, Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang di Desa
Cimanggu, Kabupaten Cilacap, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018), h. 82-83.
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Pembayaran sebagai Jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten

Sidoarjo”. Kesimpulan dari skripsi ini adalah praktik hutang piutang tersebut

terjadi ketika muqtaridh (anggota Gapoktan) datang kepada muqridh (ketua

Gapoktan) untuk melakukan pinjaman dengan syarat adanya tambahan

pembayaran sebagai jasa. Praktik hutang piutang dengan tambahan

pembayaran sebagai jasa yang terjadi tidak sesuai dengan hukum Islam,

karena meski kedua belah pihak sudah saling bersepakat tetapi dalam hal

tersebut mengandung adanya unsur riba yaitu riba al-qardh yang dilarang

dalam Islam.9 Persamaan skripsi dari saudari Irma Agustin dengan penelitian

penulis ini yaitu sama-sama membahas tentang al qardh atau hutang piutang.

Sedangkan perbedaannya yaitu besar tambahan sebagai jasa yang harus

dibayarkan dan prosedur pengembalian hutangnya.

Keempat, jurnal penelitian dari saudara Muhammad dan Jannah tahun

2015 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang

Piutang Uang di Desa Kampasi Meci Kecamatan Manggelewa Kabupaten

Dompu”. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah terdapat empat bentuk

akad dalam transaksi hutang piutang yang terjadi di desa tersebut, yaitu:

hutang piutang uang dengan akad bagi hasil (mudharabah), hutang piutang

uang dengan akad jual beli, hutang piutang uang dengan akad dibayar musim

panen, dan hutang piutang uang dibayar secara angsuran atau cicilan. Dari

keempat akad tersebut ada dua akad yang tidak diperbolehkan dalam hukum

9 Irma Agustin, Skripsi: Analaisis Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang dengan
Tambahan Pembayaran sebagai Jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo,
(Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), h. 61.
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Islam yaitu hutang piutang dengan akad mudharabah dan hutang piutang

yang dibayar musim panen, karena dalam dua akad tersebut akan ditentukan

kelebihan jumlah yang harus dibayarkan yang biasa disebut sebagai

pendapatan bagi hasil ataupun keuntungan bagi si berpiutang.10 Persamaan

penelitian dari saudara Muhammad dan Jannah dengan penelitian penulis ini

adalah sama-sama membahas tentang hutang piutang. Adapun perbedaannya

adalah dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara Muhammad dan Jannah

itu dalam transaksi hutang piutangnya menggunakan empat bentuk akad

yaitu: hutang piutang uang dengan akad bagi hasil (mudharabah), hutang

piutang uang dengan akad jual beli, hutang piutang uang dengan akad dibayar

musim panen, dan hutang piutang uang dibayar secara angsuran atau cicilan,

sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis ini hanya

menggunakan satu bentuk akad yaitu akad qardhul Hassan.

Berangkat dari beberapa penelitian di atas, maka dalam penelitian ini

penulis akan fokus pada tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang

piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di KOPSIM NU Batang.

Dimana penulis di sini akan menggunakan teori Qard al Hasan dalam

penelitiannya.

10 Muhammad dan Jannah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Uang
di Desa Kampasi Meci Kecamatan Manggelawa Kabupaten Dompu” (Mataram: Al-Ittihad: Jurnal
Pemikiran dan Hukum Islam IAIN Mataram, No. 1, Januari - Juni, I, 2015), h. 86.
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2. Kerangka Teori

Menurut hukum syara’, para ahli fiqh mendefinisikan qard sebagai berikut:

a. Menurut Madzhab Hanafi, al qardh adalah harta benda mitsli yang

diserahkan kepada seseorang dengan harapan mendapat pemenuhan

barang yang sama dengannya.

b. Menurut Madzhab Maliki, al qardh adalah jika seseorang menyerahkan

kepada orang lain sesuatu yang mempunyai nilai harta semata-mata untuk

mengutamakan kepentingan, dalam arti penyerahan tadi tidak

menghendaki diperbolehkannya pinjaman yang tidak halal, dengan janji ia

(pemberi modal) mendapat ganti dalam tanggungan, dengan syarat

penggantinya tidak berbeda dengan modal yang diserahkan.

c. Menurut Madzhab Hanbali, al qardh adalah menyerahkan harta kepada

seseorang yang dapat mengambil manfaat dan ia mengembalikan gantinya.

d. Menurut Madzhab Syafi’i, al qardh adalah akad perjanjian yang dibuat

oleh pemberi hutang untuk memindahkan pemilikan harta kepada

peminjam, dimana peminjam berjanji akan mengembalikan semula barang

gantinya.11

Secara bahasa al qardhu berarti potongan (Al Qath’u), dan harta yang

diberikan kepada orang yang meminjam (muqtaridh) dinamakan qardh

karena ia adalah suatu potongan dari harta orang yang meminjam. Sedangkan

kata hasan berarti kebaikan, maksudnya adalah pinjaman yang diberikan itu

11 Abdurrahman al-Jaziri, Kitab fiqih empat madzhab, (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1994), h.
40.
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adalah semata-mata suatu muamalah yang baik yang bertujuan untuk berbuat

kebajikan karena Allah dengan membantu seseorang, bukan untuk berniaga

ataupun mencari keuntungan.12

Dasar hukum al qardh terdapat dalam Al Qur’an surah Al Hadid ayat 11

َ قرَْضًا حَسَنً  لھَٗٓ اجَْرٌ كَرِیْمٌ وَ ا فیَضُٰعِفھَٗ لھَٗ مَنْ ذَا الَّذِيْ یقُْرِضُ اللهّٰ

Artinya “siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang
baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman
itu untuknya, dan dia memperoleh pahala yang banyak”. Yang
menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita disuruh untuk
meminjamkan kepada Allah, artinya untuk membelanjakan
harta di jalan Allah. Seperti dengan cara meminjamkan kepada
manusia, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.13

Akad al qardh diperbolehkan secara syar’i dengan landasan hadits atau

ijma’ ulama. Diantaranya hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud, Nabi

saw bersabda: “Seorang muslim yang mau memberikan pinjaman dua kali

kepada sesama muslim, maka ibaratnya dia telah bersedekah satu kali”.14

Adapun rukun dan syarat al qardh adalah sebagai berikut:

a. Rukun al qardh

1) Muqridh (pemilik barang atau harta)

2) Muqtaridh (orang yang berhutang)

3) Shighat (ijab qabul)

4) Qardh (uang atau barang yang dipinjamkan atau dihutangkan)

12 Muhammad, Tehnik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah,
(Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 40.

13 Ahmad Supriyadi, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Kudus: STAIN Kudus Press,
2008), h. 159.

14 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008),
h. 255.
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b. Syarat al qardh

1) Al qardh atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki

manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan, karena al

qardh adalah akad terhadap harta.

2) Akad al qardh tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan ijab qabul,

seperti halnya jual beli.15

Sifat al-qardh tidak memberi keuntungan yang bersifat finansial.

Karena, pendanaan qardh dapat diambil menurut kategori berikut:

1) Al-qardh yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara

cepat dan berjangka pendek. Talangan dana tersebut dapat diambilkan

dari modal bank.

2) Al-qardh yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan

keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah.16

F. Metode penelitian

Dalam penelitian ini metode yang akan digunakan ialah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research)

dengan pendekatan kualitatif. Yaitu peneliti mengamati dan mengumpulkan

data-data dan informasi tentang praktik hutang piutang dengan tambahan

pembayaran sebagai jasa yang terjadi di KOPSIM NU Batang.

15 M. Yazid Afandi, Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan,
(Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 138.

16 Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 334.
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2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini mengambil lokasi di KOPSIM NU Batang karena

dari kurang lebih 250 koperasi di Kabupaten Batang lembaga KOPSIM NU

Batang ini merupakan koperasi terdepan di Kabupaten Batang yang kini

sudah berumur 20 tahun. Banyak prestasi yang diraih oleh lembaga KOPSIM

NU Batang salah satunya yaitu dari yang bermodalkan 0% hingga kini

mampu mengelola modal uang tidak kurang dari Rp. 30 Milyar dengan

jumlah nasabah 3.000 lebih nasabah. Indikasi koperasi sehat juga sudah

dimiliki oleh KOPSIM NU Batang. Selain itu, lembaga KOPSIM NU Batang

juga merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang dimiliki oleh NU

yang realisasinya adalah umat Islam yang taat.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian yang

dilakukan langsung di KOPSIM NU Batang dan data-data yang bersumber

langsung dari pihak management dan nasabah yang dikumpulkan dengan

menggunakan teknik wawancara dan observasi.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari telaah pustaka atau data

yang diperoleh dari buku-buku literatur, jurnal penelitian, dan hasil

penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini yang diperoleh dengan

teknik dokumentasi.

4. Subyek, Obyek, dan Informan

a. Subyek dalam penelitian ini adalah pihak management KOPSIM NU

Batang dan nasabahnya.
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b. Obyek dalam penelitian ini adalah praktik akad qardhul hassan atau

hutang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa yang terjadi di

KOPSIM NU Batang.

c. Informan dalam penelitian ini yaitu pihak management KOPSIM NU

Batang yaitu manager, bendahara, customer service dan staff, serta

nasabah yang berjumlah 5 orang.

Untuk informan yang berasal dari unsur nasabah ini diperoleh dengan

teknik purposive sampling dengan kriteria:

1) Tinggal di Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang

2) Lamanya menjadi nasabah minimal 5 tahun

3) Berjenis kelamin perempuan

4) Berusia minimal 35 tahun dan maksimal 50 tahun

5) Berprofesi sebagai pedagang dan ibu rumah tangga

6) Belum memiliki rumah sendiri

Berdasarkan kriteria tersebut penulis mendapatkan 5 nasabah.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang dilakukan

dengan bertanya langsung kepada responden sesuai dengan pedoman

wawancara.17 Wawancara ini digunakan untuk memperoleh data secara

akurat tentang praktik hutang piutang (qardh) dengan tambahan

17 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.
155.
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pembayaran sebagai jasa di KOPSIM NU Batang, yaitu dengan pihak

management KOPSIM NU Batang, dan 5 nasabah KOPSIM NU Batang.

b. Observasi

Kegiatan yang dilakukan secara sistematis tentang objek yang diteliti

dengan jalan pengamatan dan pencatatan,18 dalam hal ini penulis

melakukan pengamatan terhadap proses transaksi hutang piutang yang

terjadi di KOPSIM NU Batang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung

ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.19 Teknik ini

dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mempelajari buku, jurnal,

dan dokumen lainnya. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini

adalah buku-buku, jurnal-jurnal, dan hasil penelitian skripsi terdahulu

yang terkait untuk digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini.

6. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis

data atau informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi,

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke

dalam unit-unit, menyusun pola, memilih mana yang penting dan yang akan

18 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), h. 213.
19 M. Iqbal Hasan, Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002),

h. 87.
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dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri

sendiri maupun orang lain.20

Teknik analisis dalam penelitian ini yaitu dengan deskriptif-analisis,

yakni dengan memaparkan serta menjelaskan informasi atau data-data yang

diperoleh dari lapangan berupa hasil wawancara dan dokumentasi secara

mendalam, dengan menggunakan pola pikir induktif yang berangkat dari

ketentuan-ketentuan khusus dalam penelitian ini yaitu menganalisis hutang

piutang (qardh) dengan tambahan pembayaran sebagai jasa yang terjadi di

KOPSIM NU Batang, kemudian menganalisis faktanya di lapangan dengan

menggunakan teori hutang piutang (qardh) dalam hukum Islam untuk

menarik kesimpulan yang bersifat umum untuk menilai hukum dari objek

penelitian yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan, yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Penelitian

yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Landasan Teori, berisi Konsep Umum Qardh yang membahas

tentang konsepsi hutang piutang secara umum, yang meliputi: Pengertian akad,

Pengertian Qardh dan Qardhul Hassan, Dasar Hukum Qardh dan Qardhul

Hassan, Macam-macam Qardh, Syarat dan rukun Qardh, Arti Qardhul Hassan,

Skema Qardhul Hassan, Manfaat Qardh dan Qardhul Hassan, Tambahan pada

20 Luluk Fikri Zuhriyah, Metode Penelitian Kualitatif, (Surabaya: PT. Revka Petra Media,
2012), h. 73.
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Qardh, dan Dasar hukum KOPSIM NU Batang dalam penetapan Qardhul

Hassan.

BAB III Hasil Penelitian, berisi Praktik Akad Qardhul Hassan di

KOPSIM NU Batang yang memuat tentang Gambaran Umum KOPSIM NU

Batang dan Praktik Hutang Piutang yang Terjadi di KOPSIM NU Batang, yang

meliputi: Gambaran Umum KOPSIM NU Batang (Letak Geografis KOPSIM

NU Batang, Sejarah Berdirinya KOPSIM NU Batang, Latar Belakang

Berdirinya KOPSIM NU Batang, Visi Misi KOPSIM NU Batang, Struktur

Organisasi KOPSIM NU Batang), Biodata Nasabah KOPSIM NU Batang,

Praktik Pelaksanaan Akad Qardhul Hassan dengan Tambahan Pembayaran

sebagai Jasa di KOPSIM NU Batang (Syarat-Syarat Akad Qardhul Hassan di

KOPSIM NU Batang, Tata Cara Hutang Piutang di KOPSIM NU Batang, Tata

Cara Pengembalian Hutang Piutang di KOPSIM NU Batang).

BAB IV Pembahasan, memuat tentang Analisis Praktik Hutang Piutang

dengan Tambahan Pembayaran sebagai Jasa di KOPSIM NU Batang dan

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang dengan Tambahan

Pembayaran sebagai Jasa di KOPSIM NU Batang.

BAB V Penutup, Merupakan bab terakhir dari penyusunan penelitian ini

yang berisi tentang simpulan dan saran dari hasil pembahasan.
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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dilihat dari analisis yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab

sebeumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik hutang piutang (qardhul hassan) dengan tambahan pembayaran

sebagai jasa di KOPSIM NU Batang terjadi ketika muqtaridh (penerima

hutang) yaitu anggota dari KOPSIM NU Batang datang kepada muqridh

(pemberi hutang) yaitu pihak KOPSIM NU Batang yang dalam hal ini

diwakilkan oleh Teller untuk melakukan pinjaman. Kemudian kedua belah

pihak mengadakan ijab dan qabul secara lisan dan tertulis. Dalam hal ini,

kedua belah pihak sama-sama saling mengetahui dan sepakat bahwa setiap

melakukan pinjaman akan dikenakan tambahan pembayaran sebagai jasa,

dimana hal tersebut sudah ada dalam kesepakatan yang dilakukan di awal

akad oleh pihak KOPSIM NU Batang dan nasabahnya.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang piutang dengan tambahan

pembayaran sebagai jasa di KOPSIM NU Batang dapat disimpulkan bahwa

tata cara dan rukun dalam praktik hutang piutang (qardhul hassan) sudah

sesuai dengan hukum Islam, hanya saja syarat adanya tambahan pembayaran

sebagai jasa tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena, meski antar kedua

belah pihak yaitu, muqridh (pemberi hutang) yaitu pihak KOPSIM NU

Batang yang diwakili oleh Teller dan muqtaridh (penerima hutang) yaitu

anggota KOPSIM NU Batang yang berhutang saling bersepakat dan saling
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ridha, artinya kedua belah pihak sudah melakukannya dengan dasar suka

sama suka tetapi dalam hal tersebut mengandung adanya unsur riba yaitu riba

al-qardh yang dilarang dalam Islam.

B. Saran

Dari pemaparan kesimpulan di atas, berikut adalah saran yang dapat

diberikan sebagai tambahan ilmu dan pengetahuan:

1. Bagi para anggota yang sudah terdaftar di KOPSIM NU Batang harusnya

memperhatikan prinsip-prinsip yang sudah diatur dan sudah disyariatkan

dalam Islam, agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Islam.

2. Bagi para pengurus di KOPSIM NU Batang hendaknya dapat mencari

pemasukan dan keuntungan dari kegiatan muamalah yang lain yang

diperbolehkan, seperti dari produk-produk KOPSIM NU Batang yang lain

yang sesuai dengan syariat Islam.
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Lampiran 1

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Pertanyaan untuk Pegawai KOPSIM NU Batang

1. Sejak kapan KOPSIM NU Batang ini didirikan? Dan bagaimana latar

belakang atau sejarah berdirinya KOPSIM NU Batang?

2. Apa saja visi dan misi dari KOPSIM NU Batang?

3. KOPSIM NU Batang ini berjalan di bawah pengawasan siapa?

4. Produk apa saja yang ada di KOPSIM NU Batang?

5. Bagaimana proses transaksi akad qardhul hassan?

6. Apa saja syarat untuk mengajukan hutang piutang di KOPSIM NU Batang

ini?

7. Dalam penetapan akad qardhul Hassan ini menggunakan dasar hukum apa?

8. Dari mana sumber dana pada akad qardhul hassan ini?

9. Apakah dalam akad qardhul hassan ini ada tambahan pembayarannya?

10. Tambahan pembayaran itu sudah diperjanjikan dalam akad atau belum?

11. Tambahan pembayaran itu digunakan untuk apa?

12. Tambahan pembayaran itu besarnya berapa persen? Apakah presentase

tambahan pembayaran itu besarnya sama untuk semua nasabah atau

berbeda?

13. Bagaimana prosedur penulasan hutang piutang di KOPSIM NU Batang ini?



B. Pertanyaan untuk Nasabah KOPSIM NU Batang

1. Sudah berapa lama Anda menjadi nasabah di KOPSIM NU Batang?

2. Bagaimana proses Anda dalam mengajukan hutang piutang di KOPSIM NU

Batang?

3. Apa saja syarat-syarat dalam mengajukan hutang piutang di KOPSIM NU

Batang?

4. Bagaimana prosedur pelunasan hutang piutang di KOPSIM NU Batang?

5. Apakah ada tambahan pembayarannya dalam akad hutang piutang tersebut?

Berapa persen besarnya?

6. Apakah tambahan pembayaran itu sudah diperjanjikan dalam akad?

7. Bagaimana tanggapan Anda terkait tambahan pembayaran sebagai jasa itu?

8. Apakah Anda tahu terdapat Fatwa DSN-MUI dan hukum Islam yang

melarang adanya tambahan pembayaran yang sudah diperjanjikan dalam

akad tersebut?



Lampiran 2

TRANSKIP WAWANCARA

A. Wawancara dengan Pegawai KOPSIM NU Batang

Hari/tanggal : Senin, 14 Juni 2021

Tempat : KOPSIM NU Batang

Waktu : 10.15 WIB

Narasumber : Bapak M. Busro (Manager KOPSIM NU Batang)

Peneliti : Sejak kapan KOPSIM NU Batang ini didirikan? Dan bagaimana

latar belakang atau sejarah berdirinya KOPSIM NU Batang?

Pegawai : Sekitar tahun 2000an mbak. Itu ada di buku LPJ Pengurus mbak,

nanti saya lihatkan ya.

Peneliti : Oh iya baik Pak. Kemudian apa saja visi misi dalam KOPSIM NU

Batang ini?

Pegawai : Itu juga ada di buku LPJ Pengurus mbak, nanti sekalian saya

lihatkan.

Peneliti : Baik Pak. KOPSIM NU Batang ini berjalan di bawah pengawasan

siapa?

Pegawai : Dinas Koperasi Kabupaten dan  Provinsi.

Peneliti : Produk apa saja yang ada dalam KOPSIM NU Batang ini?

Pegawai :Banyak mbak, ada Produk simpanan mudharabah, meliputi:

Simpanan Masyarakat (SIMAS), Simpanan Pendidikan (SIDIK),

Simpanan Hari Raya (SIHARA), Simpanan Aqiqoh (SIQOH),



Simpanan Ziarah/Haji, Simpanan Wadi’ah, Muqayadah

Mudharabah. Selanjutnya ada juga produk pembiayaan yang

meliputi: Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Bai’

Al-Tamam (BBA), Pembiayaan Murabahah, Qordlu Al Hasan,

Ijarah, Bai’ Altajiri, dan Arisan Tabungan Investasi.

Peneliti : Dalam penerapan akad qardhul hassan ini menggunakan dasar

hukum apa?

Pegawai : Fatwa DSN MUI tentang qardh.

Peneliti : Apakah ada tambahan pembayaran dalam pelunasannya?

Pegawai : Ada.

Peneliti : Berapa persen?

Pegawai : Biasanya 1,6%.

Peneliti : apakah tambahan pembayaran tersebut sudah diperjanjikan dalam

akad?

Pegawai : ya, sudah diperjanjikan diawal akad.



Hari/tanggal : Jum’at, 23 Juli 2021

Tempat : KOPSIM NU Batang

Waktu : 09.00 WIB

Narasumber : Bapak Bambang Murdianto (Anggota Pengawas KOPSIM NU

Batang)

Peneliti : Produk apa saja yang ada di KOPSIM NU Batang ini?

Pegawai : Ada SIMAS, SIDIK, Simpanan Hari Raya, Simpanan Shadaqah,

Simpanan Ziarah, Qardhul Hassan, Wadi’ah, Musyarakah, dan

masih banyak lagi.

Peneliti : Bagaimana proses transaksi dalam akad qardhul hassan?

Pegawai : Prosesnya sama seperti akad-akad lainnya. Pertama harus menjadi

anggota dulu dan memberikan simpanan pokok Rp. 100.000 hanya

1 kali saja, setelah itu bebas mau mengikuti program yang mana.

Peneliti :Apakah ada tambahan pembayarannya dalam pelunasan hutang

piutang tersebut?

Pegawai : Ya ada. Biasanya sebesar 1,6% dari uang pinjaman.

Peneliti : Bagaimana struktur keanggotaan di KOPSIM NU Batang ini?

Pegawai : Ada DPS dari KOPSIM sendiri sebanyak 3 orang, Dewan Pengurus

5 orang, Dewan Pengawas 3 orang, dan anggota.



Hari/tanggal : Jum’at, 27 Agustus 2021

Tempat : KOPSIM NU Batang

Waktu : 10.00 WIB

Narasumber : Ibu Agis (Customer Service KOPSIM NU Batang)

Peneliti : Bagaimana proses transaksi dalam akad qardhul hassan?

Pegawai : Seperti biasa, nasabah datang ke kantor untuk mengajukan hutang,

kemudian harus menjadi anggota dulu dengan memberikan

simpanan pokok sebesar Rp. 100.000,- dan itu hanya 1 kali saja,

setelah itu bebas mengikuti program dari KOPSIM NU Batang.

Peneliti : Apa saja syarat yang diperlukan dalam akad qardhul hassan?

Pegawai : Fotocopy KK, Fotocopy KTP, dan agunan yang dapat berupa

BPKB kendaraan, sertifikat rumah/tanah, barang yang bernilai

seperti emas, dn lain sebagainya.

Peneliti : Apakah ada tambahan pembayarannya dalam pelunasan hutang

piutang tersebut?

Pegawai : Ada, kalau hari-hari biasa 1,6%. Tapi kalau kita lagi ada promo

bisa menjadi 1%, 1,2%, 1,3%, ya sesuai dengan rapat Dewan

Pengurus.

Peneliti : Tambahan pembayaran itu digunakan untuk apa?

Pegawai : Untuk biaya administrasi, gaji karyawan, bagi hasil dengan

nasabah yang nabung, dan untuk mengembangkan dana KOPSIM

NU Batang ini sendiri.



Hari/tanggal : Senin, 6 September 2021

Tempat : KOPSIM NU Batang

Waktu : 11.00 WIB

Narasumber : Ibu Haiti Suryani (Bendahara KOPSIM NU Batang)

Peneliti : Bagaimana prosedur dalam akad qardhul hassan?

Pegawai : Ya sama seperti akad-akad lain. Nasabah datang ke kantor

kemudian bilang ke teller bahwa dia bermaksud ingin berhutang.

Kemudian teller menjelaskan syarat dan tahapannya. Jika semua

syaratnya sudah dipenuhi dan kedua belah pihak sudah sama-sama

setuju baru akan diproses transaksinya. Transaksi hutang piutang

tersebut akan dicatat dalam buku catatan khusus hutang piutang, dan

nasabah akan menerima buku transaksi hutang piutang yang akan

digunakan pada proses pelunasan.

Peneliti : Apa isi buku hutang piutang untuk nasabah itu?

Pegawai : Ya tanggal pinjaman, pokok pinjaman, angsuran, tanggal angsuran,

serta tanda tangan petugas lapangan.

Peneliti : Syaratnya apa saja?

Pegawai : Fotocopy KTP, Fotocopy KK, dan barang agunan seperti BPKB

kendaraan, sertifikat rumah/tanah, dan barang yang mempunyai

nilai.

Peneliti : Apakah ada tambahan pembayarannya dalam pelunasan hutang

piutang itu?



Pegawai : Ya ada, kan sudah dijelaskan juga pada awal akad jika hutang

piutang ini ada tambahan pembayaran sebagai jasanya. Dan dari

pihak nasabah juga sudah mengetahui dan menyetujui. Jadi hal ini

sudah disepakati pada awal akad.

Peneliti : Berapa besar tambahan pembayarannya?

Pegawai : biasanya 1,6%, tapi kalau kami sedang ada promo maka menjadi

1%, 1,2%, 1,3%, sesuai dengan hasil rapat Dewan Pengurus.

Peneliti : Dari mana sumber dana pada akad qardhul hassan ini?

Pegawai : Dari modal koperasi dan dari nasabah yang menabung di KOPSIM

NU Batang ini.

Peneliti : Bagaimana proses pelunasan dalam hutang piutang ini?

Pegawai : Ya ada nasabah yang datang langsung ke kantor untuk bayar

cicilan, ada juga nasabah yang minta di jemput oleh petugas

lapangan, biasanya yang dijemput petugas lapangan itu yang

rumahnya jauh, terus sibuk, mungkin jualan atau apa gitu.

Peneliti : Untuk tambahan pembarannya sendiri itu bayarnya dijadikan satu

dengan angsuran atau sendiri-sendiri?

Pegawai : Dijadikan satu dengan angsuran. Jadi nasabah membayar

angsurannya beserta dengan tambahan jasanya.

Peneliti : Biasanya berapa kali nasabah membayar angsuran?

Pegawai : Ya tergantung dari pinjamannya. Kalau kit itu sistemnya

mingguan. Jadi seminggu sekali nasabah harus membayar

angsurannya.



Peneliti : Bagaimana jika ada nasabah yang bermasalah dalam membayar

angsuran?

Pegawai : Kita tegur 1 atau 2 kali, kalau masih sama ya kita kenakan

hukuman, berupa tambahan biaya lagi.

B. Wawancara dengan Nasabah KOPSIM NU Batang

Hari/tanggal : Rabu, 25 Agustus 2021

Tempat : Rumah Ibu Anis di Jl. Yos Sudarso Gg. Rambutan Batang

Waktu : 16.00 WIB

Narasumber : Ibu Anis

Peneliti : Sudah berapa lama Anda menjadi nasabah di KOPSIM NU

Batang?

Nasabah : Kurang lebih 6 tahunan.

Peneliti : Bagaimana proses Anda dalam mengajukan hutang piutang di

KOPSIM NU Batang?

Nasabah : Saya datang langsung ke kantornya, terus bilang ke pegawainya

kalau saya ingin berhutang. Selanjutnya ya mereka menjelaskan

syaratnya apa saja, prosesnya gimana, mau hutang berapa. Kalau

sudah ya dicatat di buku khusus hutang piutang itu, dan saya juga

dapat bukunya.

Peneliti : Syaratnya apa saja Bu?

Nasabah : Syaratnya Fotocopy KTP, Fotocopy KK, sama emas mbak kalau

saya.



Peneliti : Bagaimana prosedur pelunasan hutang piutang di KOPSIM NU

Batang?

Nasabah : Kalau saya biasanya didatangi oleh petugas lapangannya, karena

kan saya juga sibuk jualan di Pasar, jadi tidak bisa datang langsung

ke kantornya.

Peneliti : Apakah ada tambahan pembayarannya dalam akad hutang piutang

tersebut? Berapa persen besarnya?

Nasabah : Ada mbak. 1,6% bunganya.

Peneliti : Kalau boleh tau ibu hutangnya berapa dan angsurannya berapa?

Nasabah : Saya hutang Rp. 5.000.000,- dan bayarnya Rp. 254.000,- selama

20 kali angsuran tiap minggunya.

Peneliti : Apakah tambahan pembayaran itu sudah diperjanjikan dalam

akad?

Nasabah : Iya sudah diperjanjikan di awal akad.

Peneliti : Bagaimana tanggapan Anda terkait tambahan pembayaran sebagai

jasa itu?

Nasabah : Saya ya setuju-setuju saja mbak, karna mau gimana lagi kan saya

juga butuh. Lagian adanya tambahan pembayaran sebagai jasa ini

sudah biasa mbak kalau zaman sekarang, apalagi kalau hutangnya

di bank bank kaya gitu, mesti ada bunganya, dan itu sudah umum.

Peneliti : Apakah Anda tahu terdapat Fatwa DSN-MUI dan hukum Islam

yang melarang adanya tambahan pembayaran yang sudah

diperjanjikan dalam akad tersebut?



Nasabah : Saya tidak tahu. Kalau hukum Islam saya tahu, yang riba itu ya?

Aslinya ya haram mbak hukumnya riba itu, tapi kembali lagi karna

saya juga butuh mbak.



Hari/tanggal : Rabu, 25 Agustus 2021

Tempat : Rumah Ibu Haryani di Jl. Yos Sudarso Gg. Rambutan Batang

Waktu : 19.00 WIB

Narasumber : Ibu Haryani

Peneliti : Sudah berapa lama Anda menjadi nasabah di KOPSIM NU Batang?

Nasabah : kurang lebih 7 tahun mbak.

Peneliti : Bagaimana proses Anda dalam mengajukan hutang piutang di

KOPSIM Batang?

Nasabah : Ya saya datang ke kantor KOPSIM, bilang sama tellernya kalau saya

mau hutang. Kemudian tellernya menjelaskan syaratnya apa saja,

caranya gimana, kalau sudah ya tinggal dicatat di buku hutang piutang,

terus saya terima uangnya.

Peneliti : Apa saja syarat-syarat dalam mengajukan hutang piutang di KOPSIM

NU Batang?

Nasabah : Syaratnya ya Fotocopy KTP, Fotocopy KK, sama emas.

Peneliti : Bagaimana prosedur pelunasan hutang piutang di KOPSIM NU

Batang?

Nasabah : Saya datang langsung ke kantor untuk membayar angsurannya.



Peneliti : Apakah ada tambahan pembayarannya dalam akad hutang piutang

tersebut? Berapa persen besarnya?

Nasabah : Ya, ada. 1,6%.

Peneliti : Kalau boleh tau ibu hutangnya berapa dan angsurannya berapa?

Nasabah : Saya hutangnya Rp. 3.000.000,- ngangsurnya Rp. 152.400,- selama 20

kali angsurang tiap minggunya.

Peneliti : Apakah tambahan pembayaran itu sudah diperjanjikan dalam akad?

Nasabah : Ya, sudah dijanjikan di awal akad.

Peneliti : Bagaimana tanggapan Anda terkait tambahan pembayaran sebagai jasa

itu?

Nasabah : Sudah lumrah mbak kalau ada uang tambahannya gitu. Saya juga

setuju-setuju saja sih.

Peneliti : Apakah Anda tahu terdapat Fatwa DSN-MUI dan hukum Islam yang

melarang adanya tambahan pembayaran yang sudah diperjanjikan

dalam akad tersebut?

Nasabah : Tidak tahu mbak. Kalau riba di Islam saya tahu.



Hari/tanggal : Rabu, 8 September 2021

Tempat : Rumah Siti Kholifah di Jl. Yos Sudarso Gg. Nangka Batang

Waktu : 17.00 WIB

Narasumber : Siti Kholifah

Peneliti : Sudah berapa lama Anda menjadi nasabah di KOPSIM NU Batang?

Nasabah : 5 tahunan mbak.

Peneliti : Bagaimana proses Anda dalam mengajukan hutang piutang di

KOPSIM NU Batang?

Nasabah : Saya datang ke kantor KOPSIM NU Batang kemudian bilang sama

tellernya kalau saya mau berhutang. Setelah itu ya tellernya menjelaskan

syarat-syaratnya apa saja, prosedurnya gimana. Setelah itu saya diminta

untuk menjadi anggota koperasi dulu dan bayar Rp. 100.000,-.

Peneliti : Apa saja syarat-syarat dalam mengajukan hutang piutang di KOPSIM

NU Batang?

Nasabah : Syaratnya ya biasa fotocopy KTP, KK, sama emas buat jaminannya.

Peneliti : Bagaimana prosedur pelunasan hutang piutang di KOPSIM NU

Batang?

Nasabah : Biasanya saya tiap hari Senin bayar langsung ke kantornya, karna kan

lumayan dekat juga dari rumah.

Peneliti : Apakah ada tambahan pembayarannya dalam akad hutang piutang

tersebut? Berapa persen besarnya?



Nasabah : Ya, ada. Kata tellernya sih biasanya 1,6%, tapi pada saat saya hutang

kok pas ada promo dalam rangka HUT KOPSIM NU Batang gitu,

jadinya dikurangin jadi 1,2%.

Peneliti : Kalau boleh tau ibu hutangnya berapa dan angsurannya berapa?

Nasabah : Saya hutang Rp. 5.000.000,- terus ngangsurnya Rp. 253.000,- tiap

minggunya selama 20 kali angsuran.

Peneliti : Apakah tambahan pembayaran itu sudah diperjanjikan dalam akad?

Nasabah : Iya diperjanjikan di awal akad.

Peneliti : Bagaimana tanggapan Anda terkait tambahan pembayaran sebagai jasa

itu?

Nasabah : Sebenarnya ya tidak boleh itu ada tambahan biaya karna kan itu

termasuknya riba ya. Tapi mau bagaimana lagi karna kebutuhan juga

mbak. Dan hal itu juga pada zaman sekarang sudah umum mbak. Ya

itung-itung buat jasa mereka karna sudah membantu meminjami saya

uanglah.

Peneliti : Apakah Anda tahu terdapat Fatwa DSN-MUI dan hukum Islam yang

melarang adanya tambahan pembayaran yang sudah diperjanjikan

dalam akad tersebut?

Nasabah : Iya tahu mbak. Dalam Islam kan juga sebenarnya mengharamkan riba

ya.



Hari/tanggal : Rabu, 15 September 2021

Tempat : Rumah Ibu Marini di Dukuh Kebanyon Kel. Kasepuhan,

Kec. Batang, Kab. Batang

Waktu : 15.30 WIB

Narasumber : Ibu Marini

Peneliti : Sudah berapa lama Anda menjadi nasabah di KOPSIM NU Batang?

Nasabah : Kurang lebih 10 tahunan mbak.

Peneliti : Bagaimana proses Anda dalam mengajukan hutang piutang di

KOPSIM NU Batang?

Nasabah : Saya datang ke kantornya menemui tellernya dengan maksud ingin

berhutang. Kemudian tellernya menjelaskan syarat-syaratnya,

prosedurnya, ditanya mau hutang berapa, terus tellernya juga

menjelaskan bunganya berapa gitu.

Peneliti : Apa saja syarat-syarat dalam mengajukan hutang piutang di KOPSIM

NU Batang?

Nasabah : Fotocopy KTP, KK, dan BPKB motor untuk jaminan.

Peneliti : Bagaimana prosedur pelunasan hutang piutang di KOPSIM NU

Batang?



Nasabah : Kalau saya mintanya dijemput sama petugas lapangannya. Karna kan

saya sibuk jualan di warung, terus kadang anak saya juga rewel kalau

ditinggal.

Peneliti : Apakah ada tambahan pembayarannya dalam akad hutang piutang

tersebut? Berapa persen besarnya?

Nasabah : Iya ada, 1,6% bunganya.

Peneliti : Apakah tambahan pembayaran itu sudah diperjanjikan dalam akad?

Nasabah : Iya sudah diperjanjikan di awal akad malah mbak. Kan saya di Tanya

dulu mau hutang berapa, terus tellernya bilang ini ada tambahannya ya

sebesar 1,6%. Saya ya juga setuju.

Peneliti : Kalau boleh tau ibu hutangnya berapa dan angsurannya berapa?

Nasabah : Saya Hutangnya Rp. 7.000.000,- dan angsurannya Rp. 355.600,-

selama 20 kali angsuran tiap minggunya.

Peneliti : Bagaimana tanggapan Anda terkait tambahan pembayaran sebagai jasa

itu?

Nasabah : Udah biasa mbak kalau hutang pasti ada tambahannya gitu. Apalagi

kalau hutangnya di bank-bank mesti ada bunganya. Tapi mau gimana

lagi ya orang kita juga butuh gitu. Saya juga ikhlas mbak

memberikannya.



Peneliti : Apakah Anda tahu terdapat Fatwa DSN-MUI dan hukum Islam yang

melarang adanya tambahan pembayaran yang sudah diperjanjikan

dalam akad tersebut?

Nasabah : Tidak tahu mbak. Kalau riba dalam Islam saya tahu.



Hari/tanggal : Rabu, 15 September 2021

Tempat : Rumah Ibu Rasiyem di Dukuh Kedungmiri Kel. Kasepuhan,

Kec. Batang, Kab. Batang

Waktu : 19.30 WIB

Narasumber : Ibu Rasiyem

Peneliti : Sudah berapa lama Anda menjadi nasabah di KOPSIM NU Batang?

Nasabah : sekitar 5 tahunan mbak.

Peneliti : Bagaimana proses Anda dalam mengajukan hutang piutang di

KOPSIM NU Batang?

Nasabah : Saya datang ke kantornya terus bilang sama tellernya kalau saya mau

hutang. Kemudian ya tellernya menjelaskan syaratnya apa saja,

tahapannya gimana, terus saya disuruh untuk jadi anggota koperasinya

dulu dan bayar Rp. 100.000,- pas pertama itu.

Peneliti : Apa saja syarat-syarat dalam mengajukan hutang piutang di KOPSIM

NU Batang?

Nasabah : Biasa, fotocopy KK, KTP, dan emas buat jaminan.

Peneliti : Bagaimana prosedur pelunasan hutang piutang di KOPSIM NU

Batang?



Nasabah : Saya datang langsung ke kantornya untuk bayar angsuran. Biasanya

tiap hari Kamis saya bayarnya.

Peneliti : Apakah ada tambahan pembayarannya dalam akad hutang piutang

tersebut? Berapa persen besarnya?

Nasabah : Ada, 1,6%.

Peneliti : Apakah tambahan pembayaran itu sudah diperjanjikan dalam akad?

Nasabah : Ya, sudah diperjanjikan di awal akad mbak.

Peneliti : Kalau boleh tau ibu hutangnya berapa dan angsurannya berapa?

Nasabah : saya hutang Rp. 5.000.000,- dan bayarnya Rp. 254.000,- tiap

minggunya selama 20 kali angsuran.

Peneliti : Bagaimana tanggapan Anda terkait tambahan pembayaran sebagai jasa

itu?

Nasabah : Ya tidak apa-apa sih mbak menurut saya, selagi sama-sama ridha kan

tidak masalah. Hal kaya gini juga udah umum banget kok mbak di sini,

jadi ya wajar saja kalau hutang pasti ada bunganya.

Peneliti : Apakah Anda tahu terdapat Fatwa DSN-MUI dan hukum Islam yang

melarang adanya tambahan pembayaran yang sudah diperjanjikan

dalam akad tersebut?

Nasabah : Tidak tahu mbak. Saya tahunya kalau dalam Islam riba itu haram.



Lampiran 3

DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1.1 Dokumentasi Produk-Produk KOPSIM NU Batang



Gambar 1.2 Dokumentasi wawancara dengan Ibu Haiti Suryani (Bendahara

KOPSIM NU Batang)

Gambar 1.3 Dokumentasi wawancara dengan Ibu Agis (Customer Service

KOPSIM NU Batang)



Gambar 1.4 Dokumentasi wawancara dengan Ibu Haryani (Nasabah KOPSIM NU

Batang)

Gambar 1.5 Dokumentasi wawancara dengan Ibu Siti Kholifah (Nasabah

KOPSIM NU Batang)



Gambar 1.6 Dokumentasi wawancara dengan Ibu Anis (Nasabah KOPSIM NU

Batang)

Gambar 1.7 Dokumentasi wawancara dengan Ibu Marini (Nasabah KOPSIM NU

Batang)



Gambar 1.8 Dokumentasi wawancara dengan Ibu Rasiyem (Nasabah KOPSIM

NU Batang)



Gambar 1.9 Dokumentasi Surat Permohonan Pembiayaan Qardhul Hasan di

KOPSIM NU Batang
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Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Muhamad Busro

Selaku : Manager KSPPS KOPSIM NU Batang

Alamat : Pecarikan Rt. 4 Rw. 2 Proyonanggan Utara Batang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Rizqi Oktaviani

NIM : 1218013

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Perguruan Tinggi : IAIN Pekalongan

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang

(Qardhul Hasan) dengan Tambahan Pembayaran sebagai

Jasa di KOPSIM NU Batang

Telah melakukan penelitian sebagai bahan penulisan skripsi pada tanggal
14 Juni 2021 sampai 6 September 2021 di KOPSIM NU Batang.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 8 April 2022

Pimpinan KSPPS KOPSIM NU Batang

H. Muhamad Busro
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizqi Oktaviani
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Alamat : Jl. Yos Sudarso Gg. Nangka Terate Kidul Rt. 06
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4. IAIN Pekalongan
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